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Abstrak : Memasuki abad milenium ketiga merupakan era kebangkitan pemikiran keagamaan 
yang dibarengi dengan maraknya konflik sosial di mana-mana sebagaimana yang kita rasakan di 
Indonesia selama ini. Walaupun agama bukan satu-satunya faktor utama tetapi dalam eskalasinya 
pemikiran keagamaan memainkan peranan penting sehingga Indonesia memasuki periode krisis 
yang berlangsung secara terus-menerus. Mereka sudah mulai masuk pada wilayah solidaritas 
primordial yang merupakan titik lemah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesetiaan umat 
terhadap agamanya secara negatif cenderung melahirkan ideologi eksklusif yang berujung pada 
konflik intern maupun antarumat beragama. Mencermati fenomena tersebut, tulisan ini mencoba 
memahami dan menganalisis bagaimana Muh}ammad SAW. mengemban tugas kenabian dan 
kerasulannya melalui gerakan multikulturalisme menuju pluralisme. Sedang tujuan daripada 
penulisan ini adalah dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi penggiat multikulturalisme 
dan puralisme dalam membangun masyarakat madani di Indonesia yang selama ini diselimuti oleh 
kekerasan atas nama agama. Dari hasil analilisis dengan menggunakan pendekatan Durkhemian 
dapat digambarkan bahwa keberhasilan Muhammad SAW. dalam membangun peradaban dunia 
(dakwah Islamnya), ia memulainya dengan gerakan multikulturalisme di Makkah maupun di 
Madinah yang popular dengan sebuatan gerakan tauhid (ummatun wahidah). Muh}ammad 
SAW. di sini tidak menyatukan kebaradaan etnis dan agama yang ada tetapi ia 
mempersatukannya artinya bahwa Muh}ammad SAW. tidak mengislamkan bangsa Arab 
sebagaimana yang dipahami kelompok Islam eksklusif (radikal) selama ini tetapi ia 
mempersatukan etnis dan agama yang berbasis pada multukultural dalam membangun peradaban 
dunia yang akhirnya popular dengan sebutan negara modern yang terbungkus dalam “Piagam 
Madinah”. 
--------------- 
Kata kunci : Islam, multikulturalisme 
 
 
A. Pendahuluan 
Keragaman dan perbedaan masyarakat Indonesia tidak bisa dipungkiri dari paradigma 
masyarakat yang plural dan multikultur. Salah satu indikator yang menengarahi hal tersebut adalah 
bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku,agama, etnis, dan  budaya   yang kesemuanya itu 
terbungkus dalam ideologi Pancasila sebagai pilar pemersatu bangsa. Akan tetapi dalam sepuluh 
terakhir Indonesia bukan hanya dikenal sebagai negara dengan motto Bhinneka Tunggal Ika-nya, 
tetapi juga sebagai bangsa dengan jumlah tantangan dan masalah yang timbul dari kemajemukan 
etnis, agama, sosial, dan budaya. 
Dengan adanya keragaman yang ada maka menjadi persoalan tersendiri yang segera 
terseleseikan sebagaimana yang disampaikan Abdul Karim Soroush bahwa setiap komunitas 
beragama selalu dihadapkan pada dua persoalan penting, yaitu: local problems (problem lokal) 
dan universal problems (problem universal). Menurut Soroush, problem yang dihadapi saat ini 
adalah problem-problem perdamaian, hak asasi manusia. Oleh karena itu, hal-hal yang harus 
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dilakukan pada masyarakat beragama dewasa ini adalah bagaimana membangun sebuah 
peradaban dunia yang bisa menghasilkan wajah baru yang aman, tenteram, dan berkeadilan yang 
terwujud dalam iklim kehidupan yang harmonis.1 
Senada apa yang disampaikan Afthonul Afif, ia menengarai bahwa hal-hal yang sering 
muncul pada masyarakat multikultural adalah adanya kecenderungan di antara masing-masing 
suku bangsa untuk mengekspresikan identitas budaya mereka melalui cara-cara yang spesifik 
seolah-olah satu dengan lainnya tidak berhubungan. Jika kondisi ini ditampilkan secara inklusif 
tanpa ada kesesuaian untuk saling mengakui dan menghargai, maka persaingan dan konflik sosial 
akan menjadi ancaman yang serius dalam praktik komunikasi antarbudaya (multikultur) karena 
batas-batas kesukubangsaan menjadi semakin nampak. Kondisi seperti ini suku mayoritas akan 
semakin mendominasi terhadap suku minoritas melalui tindakan-tindakan yang acap kali 
diskriminatif.2 
Multikulturalisme akan lebih mempunyai makna apabila: Pertama, masyarakat yakin 
bahwa penyadaran individu atau kelompok itu sangat ditentukan oleh informasi dan pengetahuan, 
padahal informasi dan pengetahuan, padahal informasi dan pengetahuan (termasuk informasi dan 
pengetahuan budaya) umumnya  tidak netral. Meskipun demikian, melalui informasi dan 
pengetahuan budaya itulah, kita semua dapat didorong untuk merefleksikan maksud dan tujuan 
kita dalam melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan. Kedua, multikulturalisme 
merupakan sebuah ideologi yang menolak klaim formal tentang definisi budaya dan kebudayaan 
yang sudah terstruktur dalam sebutan kebudayaan nasional. Struktur berpikir seperti ini ditolak, 
apalagi sejak globalisasi melanda dunia, konsep kebudayaan nasional tidak dapat diterima begitu 
saja.3 
Mencermati fenomena tersebut di atas maka kiranya perlu membongkar kembali 
bagaimana Islam memandang dan memberikan konsep tentang multikulturalisme sebagai pijakan 
untuk membangun masyarakat madani di tengah-tengah masyarakat multikultur. Dengan demikian 
tulisan ini mencoba memahami dan menganalisis secara kritis perjalanan gerakan 
multikulturalisme yang diemban oleh pembawa agama Islam (Muhammad SAW) dalam 
menjalankan roda kenabian dan kerasulannya sehingga ia sukses mengantarkan bangsa Arab 
sebagai cikal bakal bangunan masyarakat madaninya  di tengah keragaman etnis, suku, agama, 
dan budaya yang ada. 
B. Multikulturalisme sebagai Realitas Sosial 
Multikulturalisme dan pluralisme dua istilah yang sering dipertukarkan, sekalipun keduanya 
memiliki nuansa yang berbeda. Multikulturalisme adalah sikap dan paham yang menerima adanya 
berbagai kelompok manusia yang memiliki struktur dan kultur yang berbeda. Sedangkan 
pluralisme lebih merujuk pada kesediaan untuk menerima dan terbuka pada etnis dan budaya lain, 
                                                          
1
 Abdolkarim Soroush, Reason, Freedom and Democracy in Islam: Essential Writing of Abdolkarim Soroush 
(Oxford: Oxford University Press, 2000), 63. 
2
 Afthonul Afif, Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri (Depok: Kepik, 2012), 49.  
3
 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur (Yogyakarta: LKiS, 
2009), 55. 
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karena etnis dan budaya lain itu bisa bernilai baik untuk warganya.4 Makna pluralisme agama 
tersebut nampaknya didasari tesis Emile Durkheim bahwa “agama adalah sebuah realitas sosial, 
ia merupakan suatu ekspresi dari kesadaran kolektif (moral comunity).5 
Wacana multikulturalisme dalam dunia pemikiran Islam tergolong baru. Gagasan 
multikulturalisme ini lebih merupakan perspektif baru yang ditimbulkan oleh proses penetrasi 
kultural Barat Modern dalam dunia Islam.6 Gagasan multikulturalisme menembus dan menyusup 
ke wacana pemikiran Islam antara lain melalui karya-karya pemikir-pemikir Muslim seperti Seyyed 
Hossein Nasr, Muhammad Arkun, Muhammad ‘Abid al-Jabiri, dan sederet pemikir-pemikir Islam 
lainnya. Wacana multikulturalisme mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan 
seiring dengan fenomena kebangkitan agama-agama yang dibarengi dengan krisis modernitas. 
Sedangkan krisis modernitas itu bersumber dari paradigma humanisme yang memposisikan 
manusia sebagai penguasa tunggal dan mengabaikan adanya “Realitas Mutlak”. Pada 
perkembangan selanjutnya modernitas melahirkan corak pemikiran yang mengarah pada 
rasionalisme, liberalisme, positivisme, materialisme, pragmatisme, dan juga sekularisme.  
Melihat perkembangan dunia sebagaimana tersebut, maka kiranya perlu menyandingkan 
wacana multikulturalisme dengan pluralisme dalam perspektif Islam. Karena di era globalisasi 
sekarang ini masyarakat harus bersedia hidup melampaui sekat etnis, budaya, juga sekat agama. 
Untuk menyelenggarakan kehidupan yang harmonis, mereka dituntut untuk sanggup menghadapi 
realitas kebinekaan (pluralisme). Sebagai realitas sosial, multikulturalisme merupakan diferensiasi 
masyarakat yang dapat diamati pada level individu sebagai diferensiasi peran. Pada level 
pengorganisasian, multikulturalisme merupakan kompetisi organisasi-organisasi formal, dan pada 
level kemasyarakatan ia dianggap sebagai pembatasan-pembatasan terhadap fungsi institusi.7 
Multikulturalisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita 
adalah majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama. Multikulturalisme juga 
tidak boleh dipahami sekadar ditilik dari kegunaanya untuk menyingkirkan fanatisme dalam etnis, 
tetapi multikulturalisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan 
keadaban, serta suatu keharusan bagi tersemainya prinsip keselamatan umat manusia. Ikatan-
ikatan keadaban yang dimaksud adalah sebagai nilai-nilai universal yang harus diperjuangkan 
                                                          
4
Samsu Rizal Panggabean,”Islam dan Multikulturalisme (Ragam Manajemen Masyarakat Plural),” dalam 
Zakiyuddin Baidhawi dan M. Thoyibi (ed), Reinvensi Islam Multikultural (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan 
Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), 15 
5
 Karena Durkheim sebagai kaum fungsionalis, maka ia membedakan agama dalam konteks ideal-suci 
(dimensi keyakinan) dan konteks duniawi (dimensi kemasyarakatan), kemudian diikuti oleh sosiolog yang 
lain seperti Roland robertson yang membedakan dimensi yang dimiliki agama seperti: dimensi keyakinan, 
dimensi praktik keagamaan, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan, dan dimensi konsekuensi. 
Sedangkan Ignas Kleden mengungkapkan bahwa agama mempunyai tiga dimensi yaitu; dimensi sakralitas, 
dimensi spiritualitas, dan dimensi moralitas Lebih lanjut lihat Emile Durkheim, The Elementary Form of the 
Religious Life (New York: Pree Press, 1947), 172. Roland Robertson, Sosiologi Agama, terj. Paul Rosyadi 
(Jakarta: Aksara Persada, 1986), 38. Dan juga lihat dalam Ignas Kleden, Kompas, 9 
6
 Samsu Rizal Panggabean,”Islam dan Multikulturalisme (Ragam Manajemen Masyarakat Plural),” dalam 
Zakiyuddin Baidhawi dan M. Thoyibi (ed), Reinvensi Islam Multikultural (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan 
Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), 15 
7
 Talcot Parsons, The Social System (The Mayor Exposition of the Author’s Conceptual Scheme for the 
Analysis of the Dynamics of the Social System (New York: The Free Press Paperback, 1964), 126. 
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oleh setiap umat beragama dalam rangka mencari titik temu antaretnis  untuk membentuk 
masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab hanya bisa dibangun melalui keterbukaan, 
saling membantu, saling toleransi, bekerja sama dalam memperjuangkan keadilan dan saling 
menghormati sisi kemanusiaan manusia secara bersama-sama.8  
Namun, perlu diakui bahwa pemeliharaan keragaman itu memberi kesan bahwa perbedaan 
kultur memang tidak bisa dikompromikan, sehingga hal itu justru akan menciderai makna dan visi 
multikulturalisme itu sendiri, karena dengan otonomisasi kultur justru akan melahirkan kelompok-
kelompok yang eksklusif. Dewasa ini maraknya konflik yang berujung pada kerusuhan dan 
kekerasan merupakan refleksi dari ketidakmampuan sebagian kelompok atau masyarakat untuk 
beradaptasi dan menyikapi secara kritis perkembangan informasi budaya yang ada. Namun 
pemicunya sangat beragam, dalam situasi seperti itu agama menjadi rallying factor dan simbol-
simbol agama menjadi crying banner.9 Meskipun akar permasalahanya tidak memiliki kaitan 
dengan agama, tetapi konflik yang ditampakkan ke permukaan dicoba dikaitkan dengan agama 
sehingga simbol agama dan dianggap perang suci, selanjutnya agama dijadikan dasar yang paling 
absah untuk melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan.10  
Melihat fenomena sebagaimana tersebut di atas, maka kesadaran terhadap adanya 
perbedaan (multikulturalisme) untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat madani merupakan 
suatu hal yang selalu diidam-idamkan oleh setiap orang. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah 
manusia yang panjang, perdamaian seringkali tidak dapat berumur panjang. Selalu saja terdapat 
pertikaian berdarah hampir di semua tempat dan waktu. Di sisi yang lain, kerukunan dan 
perdamaian merupakan kebutuhan dasar manusia yang dengannya orang dapat memperoleh rasa 
aman dan ketenangan. Dalam damai orang akan dapat mengembangkan kemampuan dirinya 
tanpa khawatir akan gangguan orang lain. 
Sebagaimana potret masyarakat Indonesia yang majemuk.Istilah masyarakat majemuk 
(plural societies), pertama kali dikemukakan oleh Furnival sebagai hasil penelitianya pada 
masyarakat wilayah kekuasaan Hindia Belanda pada waktu itu yaitu Indonesia dan Birma. Dari 
hasil penelitianya Furnival mengemukakan bahwa masyarakat majemuk yakni suatu masyarakat 
yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa pembauran satu sama lain 
di dalam suatu kesatuan politik. Dalam kedudukan politik masyarakat Indonesia masa itu tidak 
adanya kehendak bersama (common will). Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari 
berbagai elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh karena itu perbedaan ras, masing-
                                                          
8
 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, 42. Lihat juga dalam Abdul Azis Sachedina, The Islamic 
Roots of Democratic Pluralism, 29. 
9
 Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan (Bandung: Remaja Karya, 
1999), 11. 
10
 Tesis tersebut dapat kita liahat dalam kasus Maluku sebagai bukti, bahwa konflik yang sebenarnya 
bersifat sosial-budaya akhirnya mengental menjadi pertikaian agama, simbol-simbol agama dijadikan alat 
pengerah massa oleh kelompok-kelompok yang terlibat pertikaian. Akibatnya komunitas yang seagama 
yang berada jauh di luar daerah yang sedangkan bertikai ikut melibatkan diri sehingga memperburuk konflik 
yang sedangkan berlanjut. Selengkapnya baca Kompas, 7 Januari, 2000, 3. 
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masing lebih merupakan kumpulan individu-individu dari pada sebagai keseluruhan yang bersifat 
organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidak utuh.11  
Menurut Hildred Geertz bahwa masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi 
dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri, setiap sub sistem terikat ke dalam ikatan-
ikatan yang bersifat primordial,12 kemajemukan ini ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang 
masing-masing mempunyai cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku 
bangsanya sendiri sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku 
bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, tetapi secra bersama-sama hidup dalam satu 
wadah masyarakat indonesia. 
Untuk membedah wacana tentang Islam dan multikulturalisme dapat ditelisik melalui teori 
Fungsionalisme yang digagas Emile Durkheim. Ia melihat bahwa agama merupakan institusi yang 
dibangun demi integrasi sosial. Atas dasar persamaan dan kesepakatan serta ikatan psiko-religius, 
kredo, dogma, kultus dan simbol, serta tatanan nilai dan norma serta cara-cara spiritualitas 
tertentu yang diyakini, maka para pemeluk agama cenderung berupaya sebaik mungkin untuk 
mempertahankan serta mengamalkanya.13 Bagi Durkheim, agama bukan hal yang “imajiner” 
(khayalan), tetapi ia adalah suatu yang sangat nyata. Agama merupakan sebuah ekspresi 
masyarakat itu sendiri. Tentunya, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki agama, karena ia 
merupakan suatu kesadaran kolektif berupa penyatuan dari seluruh kesadaran individu yang 
kemudian menciptakan sebuah realitas terhadap dirinya sendiri.14 Durkheim memberikan 
kesimpulan bahwa agama adalah kesatuan dari beberapa keyakinan dan praktik-praktik yang 
berhubungan dengan hal-hal yang kudus dan akan membentuk sebuah komunitas yang berbasis 
pada moral.15 
Bagi Durkheim maupun Weber memandang bahwa agama bukan hanya merupakan 
masalah yang berhubungan dengan keyakinan-keyakinan saja, akan tetapi sifat dasar agama 
adalah menekankan hal kolektif yang memiliki konsekuensi-konsekuensi secara keseluruhan. 
Dengan demikian untuk memahami realitas sosial berupa Islam dan gerakan 
multikulturalisme dapat dicari melalui pemahaman terhadap pergaulan sosial yang terwujud dalam 
suatu tindakan (Muhammad SAW). Sedangkan rasionalitas suatu tindakan dapat diamati dari 
hubungan antar-subjek tindakan tersebut, yaitu suatu tindakan yang didasari oleh pelaku  dan 
ditujukan pada individu atau subjek yang lain (komunikasi dan tndakan Muhammad SAW. dengan 
masyarakat). 
C. Gerakan Ummatun Wahidah : Dari Multikulturalisme menuju Pluralisme  
Memahami dan mengaktualisir ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat tidak selalu 
hanya diharapkan dalam komunitas muslim saja. Tetapi Islam dapat diaplikasikan dalam 
                                                          
11
 J.S. Furnival, Colonial Policy and Practice: A Comprative Study of Burma and Nedherlands India 
(Woshington Square: New York University Press, 1957), 156. 
12
 Hildred Geertz, Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia, terj. (Jakarta: YIIS, 1969), 67 
13
 Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life (London: George Allen & Unwin, 1947), 105. 
14
 Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion (New York: Oxford University Press, 1996), 89. 
15
 Emile Durkheim, The Elementary, 110.  
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masyarakat manapun, sebab secara essensial ia merupakan agama yang memuat nilai yang 
universal.16 Kendatipun dapat dipahami, bahwa Islam yang hakiki hanya dirujukkan kepada konsep 
al-Qur’an dan Sunnah, akan tetapi, secara substansial, dampak sosial yang lahir dari pelaksanaan 
ajaran Islam dapat dirasakan oleh manusia secara keseluruhan. Demikian pula dalam tataran lebih 
luas, yaitu kehidupan multikultural (antar bangsa, suku, dan etnis) nilai-nilai ajaran Islam menjadi 
sangat relevan untuk dilaksanakan guna menyatukan umat manusia daln keadilan suatu kesatuan 
kebenaran dan keadilan. 
Melihat universalitas Islam sebagaimana tersebut di atas, tampak bahwa esensi ajaran 
Islam terletak pada penghargaan kepada kemanusiaan secara universal dan berpihak pada 
kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Hubungan antarsesama manusia dalam Islam dikenal dengan 
istilah ukhuwwah, yang berarti hubungan antarsesama yang dilandasi dengan perasaan simpati 
dan empati. Dengan demikian dalam Islam, multikulturalisme merupakan gagasan bahwa secara 
hakiki manusia memiliki kesatuan metafisik, karena dalam diri setiap orang terdapat semangat 
ila>hi>yah. Basis teologi inilah yang pertama digunakan oleh Nabi Muhammad ketika di Makkah 
yang populer dengan paham Ketuhanan Yang maha Esa (tauhid).17 Pada perkembangan 
selanjutnya tawh}i>d telah menunjukkan kekuatannya sebagai modal sosial umat Islam dalam 
mempromosikan kerukunan. Sepanjang sejarah kenabian saat itu, Islam sebagai agama terbukti 
sanggup menjamin integrasi masyarakat Arab. Hal itu dapat kita lihat dari kehidupan Rasulullah di 
Makkah yang memberi contoh kepada para sahabat dalam menghormati pemeluk agama lain, 
seperti Yahudi, Kristen Zoroaster, Manesian, dan lain-lainnya. Penghargaan Rasulullah tersebut 
merupakan nilai intrinsik ajaran Islam tentang kesatuan kemanusiaan, sebagaimana yang 
dipesankan oleh Allah swt dalam QS. al-Nisa’ [4]: 1  
 Dari ayat tersebut dapat kita gambarkan bahwa Islam telah mengakui kebhinekaan dalam 
ketunggalan. Di sinilah relevansi mengapa Allah swt. tidak menciptakan satu umat saja, walaupun 
ia kuasa melakukanya. Hal ini dimaksudkan untuk menguji umat manusia atas segala anugerah-
Nya. Ia sengaja menciptakan umat manusia dalam keragaman, termasuk dalam beragama atau 
memilih keyakinan, kendati sebenarnya Ia mampu untuk membuat mereka seragam. 
Sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. al-Maidah [5]: 48, QS. Hud [11]: 118, dan QS. al-Nahl 
[16]: 93. 
Adanya keragaman dalam kehidupan bermasyarakat, semangat dan kesadaran tawh}i>d  
tetap dikedepankan untuk menghadapi agama-agama yang ada. Karena dalam ajaran agama 
                                                          
16
 Kebenaran yang hakiki tidak ditentukan oleh identitas etnik, rasionalitas, dan atau agama, melainkan 
ditentukan nilai-nilai al-Qur’an. Namun karena terpengaruh oleh ambisi politik dan nilai-nilai yang bersifat 
primordial seringkali Islam (sebagai agama) mengorbankan universalitas kebenaran itu. Nurcholis Madjid, 
Islam dan Doktrin Peradaban (Jakarta: Paramadina, 2000), 183. 
17
 Kalimat tauhid yang terdokementasikan pada kalimah  La ilaha illa Allah di sini bukan hanya merupakan 
gerakan teologi (keimanan) saja. Akan tetepi yang lebih urgen adalah merupakan gerakan sosial, seruan 
tersebut ditujukan pada masyarakat Arab yang pada waktu itu lagi menuhankan harta bendanya, etnis, dan 
juga menuhankan agamanya. Maka dengan kalimah tawhid itu mengingatkan kembali bahwa tidak ada 
Tuhan (harta benda, etnis, dan agama) kecuali Allah. Dikatakan sebagai gerakan sosial karena masih 
banyak didapatkan sesembahan-sesembahan berhala yang tidak dihancurkan oleh Rasulullah. Lihat dalam 
Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme (Jakarta: Fitrah, 
2007), 29.  
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samawi, di mana Islam adalah salah satu varian di dalamnya—juga memberikan penegasan atas 
pandangan antropologis bahwa pada awalnya umat manusia adalah tunggal. Tunggal dalam arti 
asal-usulnya, tunggal dari satu jiwa (min nafs wahidah) maupun keterikatannya dalam mengakui 
“Kebenaran Tunggal” (Allah swt).18 Namun sepanjang sejarah perkembangan umat manusia, 
kebenaran tunggal dan asal-usul tersebut diperdebatkan, justru ketika penjelasan mengenai 
kebenaran tunggal disampaikan oleh para Nabi dan Rasul dengan bermodalkan pengetahuan 
yang terbatas mengenai kebenaran tersebut, dan juga dipertajam dengan agenda-agenda 
tersembunyi dari tiap-tiap kelompok, mereka saling berselisih sehingga timbul perbedaan 
persoalan mendasar dalam teologi agama-agama.19  
Melihat fenomena itu, Abdurrahman Wahid dengan nada optimis melontarkan “perbedaan 
umat adalah rahmat”. Bagi Gus Dur (panggilan akrab) perbedaan seyogianya tidak menyebabkan 
perpecahan  dan permusuhan. Menurutnya, justru merupakan kasih sayang yang muncul di 
tengah-tengah kebinekaan. Islam, bagi Gus Dur, tidak mempersoalkan perbedaan agama, 
keyakinan, etnis, warna kulit, dan posisi sosial.20 Hal ini diperkuat oleh pandangan Nurcholis 
Madjid, bahwa kebenaran bukan ditentukan oleh identitas etnis, rasionalitas atau agama, namun 
kebenaran adalah ditentukan Islam yang termanifestasi pada wahyu Ilahi dalam al-Qur’an. Namun, 
karena terpengaruh oleh ambisi politik dan nilai-nilai yang bersifat primordial seringkali umat Islam 
mengorbankan universalitas kebenaran21. 
Atas dasar itu pemikir kontemporer seperti Abdullah Ahmad An-Na‘im menyerukan kepada 
semua masyarakat Muslim hendaknya mampu menangkap semangat kemanusiaan yang ada 
dalam pluralitas tersebut sebagai basis wacana dalam mempertimbangkan kemajemukan 
(diversity) antar pemeluk agama yang berbeda-beda, keanekaragaman agama justru merupakan 
mobilitas sosial umat Islam dalam menciptakan perdamaian sepanjang mereka bersedia untuk 
terlibat aktif dalam mengelolanya secara konstruktif.22 
Salah satu pemikir kontemporer yang banyak memberikan spiritlisme di dunia Islam adalah 
Jamal al-Banna. Dalam membangun pemikiran keragaman dalam masyarakat multikultural, ia 
berangkat dari argumen teologis yaitu, bahwa yang esa adalah hanya “Allah”. Segala sesuatu 
selain Allah pasti beragam. Alam semesta, elemen-elemen masyarakat, dan ajaran agama sangat 
beragam. Tetapi Allah hanyalah satu. Dengan demikian, barangsiapa mengakui keesaan Allah, 
maka ia harus mengakui keberagamaan entitas selain Allah. Tidak lain salah satunya adalah 
keberagaman agama. Inilah menurut Jamal merupakan tauhid yang murni.23 Sebagaimana yang 
dipesankan oleh QS. al-Baqarah [2]: 256. Dari ayat ini Jamal al-Banna mengkritisi fuqaha’ radikal 
yang wajib memerangi non-Muslim atas kekafiran mereka. Bagi Jamal, semua ayat perang dalam 
al-Qur’an jelas-jelas menegaskan bahwa perang dilegalkan dalam Islam hanya dalam rangka 
                                                          
18
 Madjid, Islam Doktrin, 72. 
19
 sebagaimana pesan Allah dalam QS. Yunus 10: 19. 
20
 Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Jakarta: The Wahid Institut, 2006), 66. 
21
 Nurcholis Madjid, Islam Agama Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1995), 26. 
22
 Abdullah Ahmad An-Na‘im, Islam and the Seculer State: Negotiating the Foture of Shari’a (New York: tp, 
2008), 21. 
23
 Gamal al-Banna, Doktrin Pluralisme dalam al-Qur’an, terj. Taufik Damas (Jakarta: Menara, 2006), 15. 
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mempertahankan diri ketika kaum Muslimin terancam jiwa dan kebebasan beragamanya. Intinya, 
perang dalam Islam hanya diagendakan untuk tujuan defensif, bukan bertujuan ofensif memerangi 
kekafiran.24 
Fakta historis yang menguatkan adanya wacana multikulturalisme bisa kita lacak dari 
kehidupan Rasulullah ketika di Makkah yang populer dengan istilah kalimat sawa’ dalam QS. Ali 
Imran [3]: 64.25 Para mufassir sepakat bahwa posisi kalimat sawa’ dalam ayat tersebut adalah 
suatu kalimat yang adil berposisi di tengah kedua belah pihak, sehingga tidak memihak pada salah 
satu kelompok saja.26 Karena itu ia sama-sama disepakati sekaligis menjadi missi kitab Taurat, 
Injil, da juga al-Qur’an. Di sini toleransi atau pluralisme bukan berarti menyamakan atau 
menyatukan ketiga aqidah (Yahudi, Kristen, dan Islam) yang sama, akan tetapi pesan yang 
disampaikan dalam kalimat sawa‘ tersebut adalah menyadari adanya perbedaan dalam kehidupan 
keberagamaan, buka sebagai pijakan toleransi umat beragama. Karena menurut Roem Rowi, bila 
kalimat sawa’ digunakan sebagai pijakan toleransi umat beragama justru akan menimbulkan 
problem besar karena menyangkut sesuatu yang sangat sensitif, bahwa keyakinan (agama) 
adalah sesuatu yang sangat privat.27 
Namun demikian, hal ini bukan berati al-Qur’an atau Islam tidak mengajarkan pemeluknya 
untuk bersikap toleran dan bekerjasama dengan pemeluk agama yang lain akan tetapi ajaran atau 
perintah al-Qur’an tentang toleransi bukan terletak pada konsep kalimat sawa’-nya, tetapi lebih 
kepada direksi yang diberikan al-Qur’an bahwa jika para ahl al-kitab menolak untuk kembali pada 
kalimat sawa’, kita tidak dibenarkan untuk melakukan suatu pemaksaan, namun harus 
memberikan pemakluman serta tetap menghormati mereka, di sinilah makna pluralisme agama 
dalam ayat tersebut.28 
Pembahasan tentang gerakan multikulturalisme dalam Islam dapat kita lacak dari 
kehidupan Rasulullah ketika di Makkah, karena pada masa ini Rasulullah telah bersinggungan 
dengan umat berbagai suku, etnis, dan agama, khususnya Yahudi, Nasrani, Majusi, dan kaum 
paganis. Sejak masa ini Allah sudah menyinggung hubungan antaretnis dan agama tersebut 
                                                          
24 Jamal al-Banna, Al-Ta‘addudiyah fi Mujtama‘ Islami (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.), 29.  
25
 Asbabun Nuzul ayat tersebut adalah: bahwa ayat tersebut turun dalam konteks golongan Nasrani Najran. 
Nabi terlibat perdebatan dengan pihak Nasrani Najran. Saat itu Nabi mengajukan sejumlah argumentasi dari 
pendapatnya, sampai akhirnya pihak Nasrani tidak mampu menyangggah lagi. Selanjutnya Nabi mengajak 
mereka untuk melakukan muba halah yang tidak dapat diterima pihak Nasrani Najran karena takut. Mereka 
lebih memilih kesediaan untuk membayar Jizyah sebagai bentuk kompensasi. Menanggapi pilihan tersebut, 
Nabi saat itu sangat berharap agar mereka beriman (untuk masuk Islam) tampaknya kurang bahagia dengan 
pilihan kaum Nasrani Najran. Sehingga demi tercapainya hasrat Nabi Allah memberi strategi agar Nabi 
mengajak kaum Nasrani untuk berpedoman pada kalimat sawa’ (kalimah yang adil berposisi di tengah kedua 
belah pihak, artinya tidak memihak satu kelompok saja), Lihat dalam Fahruddin Al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir 
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), 76.  
26
 Fahruddin Al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir, 76, Wahbah Al-Zuhaily, Tafsir Al-Munir (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 
1991), 251, Muhammad Abduh, Tafsir Al-Manar (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 325,  
27
 M. Roem Rowie,” Memahami Konsep Kalimat sawa>‘ dan Relevansinya dengan Pluralisme”, dalam Al-Afkar: 
Jurnal Dialogis Ilmu-Ilmu Ushuluddin, edisi IX, Januari-Juni 2004 (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan 
Ampel, 2004), 30. 
28
 M. Roem Roewi. Al-Afkar, 31. 
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dengan saling menghormati dan tidak saling mencampuri urusan agama masing-masing, 
sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an: 109: 6: Lakum dinukum wa liya din.29 
 Secara tidak langsung ayat ini menggaris bawahi bahwa agama adalah urusan privat. Ia 
tidak bisa dipertukarkan, dinegoisasi, diintervensi, atau dipaksakan.30 Terlebih ia merupakan 
intensitas keyakinan yang berkutat di hati, sehingga Allah lah yang mengetahui pasti hakekat 
keberagamaan atau keimanan seseorang. Oleh karena itu, bagi Islam, toleransi menjadi hal 
niscaya dalam kontkes dinamika keberagamaan yang berpuspa-ragam. Dalam rangka toleransi itu 
pula umat Islam dilarang membenci, menghina, memaki atau menganiaya orang lain lantaran 
perbedaan pilihan agama atau keyakinan. Pesan ini dapat kita lihat dalam firman Allah al-Qur’an: 
6:108.31  
 Keseimbangan multikulturalisme yang hendak dicapai melalui pesan ini adalah pentingnya 
menghindari tindak penghinaan terhadap suku dan agama orang lain, seperti memaki 
sesembahan maupun memaki orangnya (pemeluk agama lain). Hal ini berarti setiap agama atau 
keyakinan keagamaan harus dijamin dan dilindungi hak hidupnya demi terwujudnya toleransi dan 
kerukunan antarsesama umat beragama. Nabi sendiri diingatkan oleh Allah dalam firmannya, yaitu 
Muhammad SAW. hanya diutus sebagai penyampai risalah, pemberi kabar gembira dan 
peringatan.32 
Spirit toleransi dan pengakuan atas kebebasan beragama itu terkait dengan kebebasan 
memilih sebagaimana dimaklumkan dalam Q.S. al-Kahfi 18: 29. Frase ini memberi peringatan 
betapa beriman atau ingkar, beragama Islam atau bukan, bagi Islam adalah pilihan. Tidak ada 
paksaan dalam beragama, hanya saja dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bagi mereka yang 
tidak beriman, yakni orang-orang zalim telah disediakan neraka. Dan jika mereka meminta minum, 
mereka akan diberi minum dengan air besi yang mendidih yang menghanguskan mereka. Ini logis, 
karena setiap pilihan pasti mengandung konsekuensi. Konsekuensi bagi mereka yang beriman 
dan yang kafir tentulah berbeda. Namun perbedaan konsekuensi sama sekali tidak dijadikan 
alasan bagi Islam untuk memaksakan keberimanan seseorang. 
Pembahasan tentang hubungan antaretnis dan agama sedikit disinggung pada fase 
Makkah ini, karena didukung kenyataan bahwa komunitas Yahudi dan Nasrani masih sedikit 
jumlahnya. Walaupun pada fase ini al-Qur’an banyak menyinggung tentang Yahudi dan Nasrani, 
                                                          
29
Turunnya ayat ini terkait dengan kisah ajakan sekelompok orang Kafir Quraysh terhadap Nabi SAW. Untuk 
menyembah Tuhan mereka setahun dan sebaliknya mereka bersedia menyembah Tuhan selama setahun 
pula. Mereka juga berjanji akan bersedia mengikuti ajaran Nabi sekiranya Tuhan sesembahan Nabi lebih 
baik dan sebaliknya mereka Nabi untuk mengikuti keyakinan mereka jika ternyata justru Tuhan sesembahan  
mereka yang lebih baik. Merespons ajakan orang-orang kafir itu, ayat inipin turun. Lihat dalam Abu Ja’far 
Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari: Al-Musamma Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an, Vol. XII 
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), 728. 
30
 Terkait dengan toleransi dan kerukunan antarumat beragama pada masa Rasulullah ini, maka Allah 
memberikan batasan kepada Nabi Muhammad bahwa ia hanya sebagai pembawa risalah tentang 
kebenaran dan hanya bertugas memberi peringatan, bukan sebagai pemberi petunjuk. Karena hanya Allah 
lah yang berhak memberikan hidayah (petunjuk) pada setiap orang. Lihat dalam QS. Al-Ghashiyah: 88: 21 
dan 22. QS. Al-Shura: 42: 48, QS. Qaf: 50: 45.  
31
 Q.S. al-An‘am 6: 108. 
32
 QS. Al-Furqan 25: 56. 
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akan tetapi pembahasan tentang mereka bukan pada diskursus kerukunan antarumat beragama, 
melainkan dalam posisi Islam dalam konteks kenabian dan keagamaan yang ada.33  
 Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah menandai adanya era baru dalam perkembangan 
wacana toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Di sinilah umat Islam bersinggungan 
dengan umat dari berbagai agama terutama Yahudi dan Nasrani sebagai agama yang diakui al-
Qur’a>n memiliki mata rantai spiritualitas yang sama, sehingga pada masa inilah, kota Madinah 
dapat kita katakan sebagai tempat pembentukan ummah34 (komunitas Muslim), sedangkan 
ummah pada awal keberadaan Nabi Muhammad di Makkah hanyalah salah satu komunitas dari 
banyak komunitas yang ada di Madinah. 
Pada awalnya Nabi Muhammad hanyalah pemimpin klan Muhajirin, kenabiannya hanya 
diakui oleh minoritas di Madinah, meskipun otoritasnya sebagai arbitrator35 diterima oleh 
mayoritas, tetapi penerimaannya sebagai seorang Nabi oleh seluruh penduduk Madinah 
membuatnya juga diterima sebagai pemimpin bagi semua. Namun demikian, kekuasaan Nabi di 
Madinah tersebut berkembang seiring dengan perkembangan waktu dan keberhasilan beliau di 
bidang politik yang diraih ketika di Madinah.36 Di saat inilah Madinah tumbuh dengan penguatan 
otoritas Nabi Muhammad selaku pemimpin yang memiliki misi keagamaan. 
Keberadaan masyarakat Madinah pada waktu itu sangat hetoregen, di mana komunitas-
komunitas yang ada di Madinah lebih dinamis dalam membela satu dengan yang lain ketika terjadi 
serangaan dari luar. Nabi Muhammad pun mendirikan pertahanan dengan sebutan “Piagam 
Madinah”.37 
                                                          
33
 Al-Qur’an cenderung memandang kaum Yahudi dan Nasrani sebagai ah}za>b (kelompok-kelompok yang 
keluar dari arus kenabian), sedangkan umat Islam sendiri disebut sebagai umat yang h}ani>f (yang teguh 
kepada monoteisme). Islam dan Yahudi serta Nasrani diyakini berasal dari tradisi yang sama, yaitu tradisi 
Ibrahim. Hanya saja agama-agama lain selain Islam dipandang sebagai agama yang menyimpang. 
Sedangkan hanya Islam yang secara konsisten yang mewarisi tradisi Ibrahim. Fazlur Rahman, Major 
Themes of al-Qur’an (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), 164. 
34
 Ummah adalah komunitas yang didasarkan atas identitas dan loyalitas keimanan dengan Nabi 
Muhammad sebagai pimpinanya. Identitas tersebut menggantikan identitas kesukuan yang selama ini dianut 
oleh bangsa Arab. Tetapi perkembangan selanjutnya konsep ummah ini digunakan sebagai pijakan untuk 
menentukan beberapa ajaran Islam tentang hukum, seperti zakat dan shalat. Lihat dalam Marshal G.S. 
Hidgson, The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization: Classical Age of Islam, Vol. I 
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1977), 172. 
35
 Muhammad sebagai hakim (arbitrator) yang menangani sengketa orang-orang Madinah. Tugas tersebut 
tidak terbatas kepada umat Islam saja, melainkan kepada umat yang lain. Tugas sebagai arbitrator tersebut 
sebenarnya telah meletakkan Nabi Muhammad saw. Dalam konteks hukum karena di Arab ketika itu tidak 
ada lembaga pengadilan yang mapan, selain institusi tahkim. Landasan hukum arbitrasi itu adalah 
kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat Madinah. Lihat dalam ‘At}i>yah Musharrafah, Al-Qada’ fi 
al-Islam, Cet. II (tp: Shirkah al-Sharq al-Awsat}, 1966), 13. 
36
 Prestasi pertama yang dirahil Nabi Muhammad ketika di Madinah adalah keberhasilan beliau pada perang 
Badar yang berakibat pada konsolidasi kekuatan arbitrasi Nabi Muhammad di Madinah dan memungkinkan 
beliau memulai mengambil tndakan-tindakan militer. Di sini lah beliau dapat mendifinisakan kebijakan-
kebijakan terhadap orang-orang Yahudi di Madinah. Prestasi Nabi bukan hanya berhenti pada perang Badar 
saja, akan tetapi prestasi yang gemilang dilanjutkan ketika terjadi perang Uhud, dan perang Khandak 
sebagai fase yang menentukan bagi pertumbuhan menuju pembentukan negara. Lihat dalam M.A. Shaban, 
Islamic History: A New Interpretation I AD 600-750 (AH 132) (Cambridge: Cambridge University Press, 
1994), 16. 
37
 Piagam Madinah terdiri atas empat bagian yaitu: pertama, lebih banyak mengatur mengenai hubungan 
kabilah-kabilah dlam komunitas Muslim, kedua, mengatur hubungan antara umat Islam dengan Yahudi, 
ketiga, berisi tentang hubungan pendatang dan penerima dikalangan umat Islam, sedangkan bagian 
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Perlu dicatat bahwa visi yang diemban dalam Piagam Madinah adalah adanya prinsip 
kesetaraan. Artinya prinsip kesetaraan tidak hanya melandasi antarkomunitas beragama, tetapi 
juga antarkelompok etnis. Dengan demikian, pembahasan tentang hubungan antarkomunitas 
beragama juga perlu memaparkan pola hubungan antaretnis dalam komunitas Muslim. Dalam 
sejarah masyarakat Muslim tidak dijumpai kemelut racism (etnic hatred), hal itu terjadi karena 
Islam memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan kesetaraan antarkelompok etnis (QS al-
H{ujara>t, 49: 13). Bukti sederhana dari kepedulian tersebut tercermin ketika Nabi Muhammad 
saw. Dinyatakan sebagai the chief magistrate di kota Madinah, di antara agenda politik 
pertamanya adalah mengeliminir superioritas etnis Qurays melalui “Dekrit Penyetaraan” dengan 
etnis Aws dan Khazraj. Berbagai data historis bisa ditemukan untuk menegaskan kepedulian Nabi 
Muhammad saw. Terhadap pentingnya asas kesetaraan dalam komunitas manusia.38 Eliminasi 
tersebut merupakan indikasi betapa penghapusan mental ethnocentrism telah dijadikan agenda 
penting dalam aktivitas politik Nabi.39 
Salah satu keberhasilan Nabi Muhammad saw. dalam membangun kota Madinah adalah 
karena adanya persatuan dan kesatuan yang diikat oleh Piagam Madinah. Menurut Ibn Ishaq, 
bahwa Rasulullah saw. menulis sebuah surat atas nama kaum Muhajirin dan Anshor yang didalam 
nya beliau mengadakan kesepakatan dengan orang-orang Yahudi, mengakui hak mereka atas 
agama dan harta benda mereka, mengakui hak-hal mereka dan menuntut kewajiban dari mereka. 
Dengan menerima kesepakatan itu, mereka menjadi satu umat dengan kaum Muslimin dalam 
berhadapan dengan kaum lain.40 
Dengan bergabungnya orang-orang Yahudi menjadi bagian dari “ummat”, maka penduduk 
Madinah menjadi sebuah komunitas yang memiliki struktur kesetiaan yang kuat dengan tingkat 
etika yang tinggi, dan dikombinasikan dengan perlindungan yang lebih memadai dari tradisi-tradisi 
yang merusak, yaitu dari tradisi hukum balas dendam.41 Karena mereka umat yang satu, maka 
mereka diikat oleh keharusan saling menolong dan menjaga martabatnya. Dalam persatuan ini, 
kebebasan kelompok tetap jadi prioritas utama. Masing-masing kelompok mengurusi sendiri 
urusan ke dalam, menyelesaikan persoalan-persoalan internal mereka dengan aturan-aturan yang 
berlalu untuk kelompoknya, akan tetapi setiap orang tetap menjaga kesatuan suara keluar. 
                                                                                                                                                                                                
keempat berisi aturanaturan tentang kabilah-kabilah yang masuk Islam.Badri Yatim, “Muhammad SAW di 
Madinah”, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Vol. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 121.  
38
 Peradaban Islam seperti ini juga dapat kita temukan pada masa dinasti Umayyah di Spanyol, Fatimiyah di 
Mesir, Turki Usmani di Turki, dan Mughal di India, Mereka membuat kebijakan terhadap kaum minoritas 
berdasarkan etika humanisme dalam al-Qur’a>n yang secara intrinsik ditunjukkan oleh Nabi Muhammad 
saw. Ketika di Madinah. Sebagai contoh keberhasilan Fatimiyah dalam perluasan wilayah Islam dikarenakan 
adanya toleransi etnis dan agama yang luar biasa dan adanya stabilitas administrasi negara Fatimiyah. 
Farhad Daftary, The Isma’ilis: Their History and Doctrines (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 
54. Lihat juga dalam Maria Rosa Menocal, The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Chistians 
Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain (Boston: Little, Brown, 2002), 164.  
39
 Thoha Hamim, “Islam dan Hubungan Antarumat Beragama: Tinjauan tentang Pendekatan Kultural dan 
Tekstual dalam Perspektif Tragedi Maluku” dalam Akademika: Jurnal Studi KeIslaman, Vol. 06, No. 2, Maret 
2000 (Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2000), 119. 
40
 ‘Abd al-Rahman al-Suhayli, Al-Raudh al-Unuf fi Sharh} al-Sirah al-Nabawiyah li Ibn Hisham, Vol. IV (Kairo: 
Dar al-Kutub al-H{adithah, 1969), 184. 
41
 Freederick Mathewson Denny, An Introduction to Islam (New York: Macmillan Publication Co, 1994), 74. 
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 Ketika Nabi Muhammad di Madinah berbagai rumusan mengenai kerukunan antarumat 
beragama secara berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Berangkat dari konsep ummah 
sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa bangsa Madinah terdiri dari dua komunitas, yaitu 
komunitas berdasarkan identitas etnis, dan komunitas berdasarkan identitas agama. Berdasarkan 
identitas agama, komunitas non-Muslim identik dengan sebutan “ahl al-kitab”.42 Sebutan ahl al-
kitab ini ditujukan pada orang Yahudi dan Nasrani.  
Ahl al-kitab dikalangan umat Islam diasosiakan kepada agama-agama semitik khususnya 
Yahudi dan Nasrani, hal ini didasarkan realitas historis bahwa agama Semitik yang serumpun 
dengan Islam yang ada di Madinah adalah agama Yahudi, dan Nasrani. Penggunaan istilah ini 
dalam ayat-ayat al-Qur’an pun sulit dilepaskan dari relitas historis sebagaimana dalam QS. al-
An‘a>m, 6: 156. Dalam ayat ini sebagian besar ulama memberikan batasan bahwa ahl al-kitab 
adalah Yahudi dan Nasrani dengan segala cabang aliran mereka.43 Selain Yahudi dan Nasrani 
ada lagi sebuah istilah yang mengacu kepada kelompok agama di Madinah yang sering disebut 
dalam al-Qur’an yaitu Sabi‘ah dan juga Majusi 44 sebagaimana disebut dalam QS. al-Maidah, 5: 
69. 
Sisi kehidupan Muhammad SAW. di Madinah dapat kita telisik dalam Piagam Madinah 
yang merupakan bukti yang dapat dikemukakan bagi kerja sama antaretnis, agama, dan golongan 
yang selanjutnya disebut sebagai gerakan multikulturalisme. Di antara salah satu pernyataan yang 
disebutkan di Piagam Madinah adalah: 
Sesungguhnya Yahudi Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi Yahudi 
agama mereka dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Ini berlaku untuk budak-budak, 
mereka dan mereka sendiri, kecuali orang yang berbuat aniaya dan berbuat dosa. 
Kejahatan dari orang ini hanya mempunyai konsekuensi atas dirinya sendiri dan 
keluarganya.”45 
 
Dalam keterangan selanjutnya al-Suhaili menyebutkan bahwa kelompok-kelompok Yahudi 
lain mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban Yahudi Bani ‘Awf. 
Mereka adalah Yahudi-Yahudi Bani Najjar, Bani Harits, Bani Sa‘idah, Bani Jusyam, Bani Aus, Bani 
Tsalabah, dan juga Bani Syuthaibah.46 
                                                          
42
 Ahl al-kitab adalah, umat yang diberi wahyu  samawi, yaitu Yahudi dan Nasrani (Ali Imran: 3: 74 dalam 
Fakhr al-Din al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir, Vol. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), 75. 
43
Wizarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyah, Vol. 7, Cet I (Kuwait: Dha>t al-
Salasil, 1992), 140 
44
 Sabi’ah dan Majusi adalah kaum dari Yahudi dan Nasrani yang menyembah Malaikat dan penyembah 
binatang. Dalam hal ini ada beberapa pendapat menyikapi tentang Sabiah dan Majusi. Menurut Madzhab 
Abu Hanifah dan Imam Ahmad, Ibn Hazm, dan juga Abu Thawr, mengatakan bahwa kedua kaum itu 
termasuk ahl al-kitab kareana masih bagian dari Yahudi dan Nasrani. Sedangkan Mazhab Syafi’i, dan 
Mazhab Hambali mengatakan bahwa Sabi’ah dan majusi adalah bukan ahli kitab walaupun bagian daripada 
kaum Yahudi dan Nasrani, karena kedua kaum tersebut (Sabi’ah dan Majusi) adalah kedua kaum itu 
menyembah pada berhala. Lihat dalam Muhammad Hasan al-Himsi, Tafsir wa Bayan Mufradat al-Qur’an 
(Beirut: Muassasah al-Imam, 1999) 10. Al-Shawkani, Fath al-Qadir al-Jami‘ Bayan Fannay al-Riwayah min 
‘Ilm al-Tafsir, Vol. II, Cet I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 118. 
45
 ‘Abd al-Rahman al-Suhayli, Al-Rawdh al-Unf fi Sharh al-Sirah al-Nabawiyah li Ibn Hisyam (Kairo: Dar al-
Kutub al-Hadithah, 1969), 242. 
46
 Ibid., 251. 
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Peradaban Islam humanis sebagaimana yang pernah dikembangkan Rasulullah di 
Madinah tersebut juga pernah terjadi pada masa Dinasti Umayyah di Spanyol, Fatimiyah di Mesir, 
Turki Usmani di Turki, dan Mughal di India. Dinasti-dinasti tersebut dalam membuat kebijakan 
terhadap kaum minoritas berdasarkan etika humanisme dalam al-Qur’an yang secara intrinsik 
ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam komunitas Madinah.47 . 
Sikap pluralitas Rasulullah di Madinah ditunjukkan bukan hanya pada pluralitas dalam 
tataran etnis saja, akan tetapi juga pluralitas dalam tataran agama juga. Hal ini dapat kita lihat 
tanggapan Rasulullah terhadap kaum Nasrani di Madinah, hal ini terlihat ketika delegasi Kristen 
dari Najaran datang kepada Nabi. Dalam pertemuan dengan Rasulullah saw di Masjid Nabi di 
Madinah itu, waktu bagi peribadatan Kristen telah tiba dan mereka ingin segera berangkat. 
Rasulullah SAW.  menawarkan kepada mereka untuk beribadah di masjid. Kemudian Setelah itu 
terbentuklah persetujuan dengan orang-orang Kristen Najran yang menjamin kebebasan mereka 
dalam beragama dan menetapkan kewajiban bagi umat Islam untuk melindungi gereja-gereja 
mereka. Tidak ada gereja yang harus dihancurkan dan juga tidak akan ada satupun imam yang 
akan diusir atau dikeluarkan. Hak-hak mereka juga tidak akan dikurangi dan takkan ada satupun 
orang Kristen yang diminta untuk mengubah imannya. Pernyataan ini menyatakan bahwa Nabi 
memberikan jaminan pribadinya. Perjanjian ini selanjutnya menyatakan bahwa jika umat Islam 
ingin membantu membiayai perbaikan gereja-gereja Kristen, itu akan menjadi tindakan kebajikan 
bagi mereka.48 
 
                                                          
47
 Seperti contoh keberhasilan Fatimiyah di panggung politik internasional pada waktu itu dikarenakan 
adanya toleransi etnis dan agama yang begitu luar biasa demi stabilitas administrasi negara Fatimiyah pada 
waktu itu. Lihat dalam Farhad Daftary, The Isma’ilis: Their History and Doctrines (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1990), 54. 
48
 Abd al-Rahman al-Suhaili, Al-Raudh al-Unuf  fi Syarh, 253. Lihat juga dalam Ali Mustafa al-Gurabi, Tarikh 
al-Firaq al-Islamiyyah (Kairo: Ali Shubaikh wa Auladuh, 1968), 129.  
